
BUPATI"LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NO MOR 10 TAHUN 2022 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 
I 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat ( 1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa 
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 
memperoleh persetujuan DPRD sesuai , dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa untuk · melaksanakan ketentuan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 
terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); · 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan · Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15~, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

Jalan Raya Muara Aman • Arp Makmur No. 1 Tubel Kabupaten Lebon& Provins! Benikulu 
No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) ~1003 Website : www.lebongkab.co.Ld 

Dipindai dengan CamScanner 
-·• 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Jnformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tcntang 
Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), scbagaimana telah diubah 
dcngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah1.:n 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098). 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor· 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedelapan Betas Atas Peraluran 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 
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11 . Pernlurnn Pcmcrin tah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 
PcmnRl<At Dnernh (Lcmharnn Negara Republik 
lmlonc,11in T11!rnn 2016 Nornor 11 4, Tambah1m 
Lcmbnrnn Nt'gnrn Rcpublik Indonesia Nornor 58871, 
scbngnfmnnn · tclnh dlubAh dcngan Pcrnt.uran 
Pcm..:rinlnh Nornor 72 Tnhun 2019 1cn1nng Peru bah an 
Alns Pemtur,m Pcmcrintah Nom or 18 Tahun 2016 
tentang Pcrnngknt Daerah (Lemharnn Negara 
Republik Indonesia Tnhun 2019 Nomor 187, 
Tambnhnn Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6•102); 

12. Peraturnn Pemerintru1 Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
P:engclolnan Keuungan Dacrnh (Lembaran Negara 
Republll< Indonesia Tnhun 2020 Nomor 42, Tambahan 
Lembarnn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 

13. Pcrahira,; Pemerinfnh Nomor 30 Tahun 201 9 tentang 
Penilaian l{jnerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Nomor 6340); 

14. Pernturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6718); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunann Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Bi rokrasi Nomor 39 Tahun 2013 
ten tang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 
lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

18. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 
2015 tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telnh cliubah clengan Pernturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Belita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
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• 
Menetapkan 

l9 . Pern1urnn Mentw. Penrl11y11gun1111n Ap11rnnJ1: Neg.a(;}. 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenkla1ur Jabata n Pelaksana Bagi Pegawai 
Ncgeri Sipil di Lingkungan lnstn.nsi Pemerintah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

20. Pei:11turn.n Menteri rl11l11m. Negeri Nomor 7Q T11h1J.1l 
2019 lentang Sistem lnfonnasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

21 . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pcdoman Teknis Pengclolaan Keuangan 
Dacrah (Serita Negara RepublJk Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negcri Nomor 900-4700 
Tahun 2020 tcntang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

23. Perannan Daerah Kahupalen t.ehong l'lomo( tO 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah !Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebong Tahun 2Dl6 Nomor 10), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraiuran Daerah Kabupaten Lebong 
Nomor 1 Tahun 202 l tentang Perubahan Atas 
Pcraturan Daerah Kabupatcn Lebong Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen 
Lebong Tahun 2021 Nomor l); 

24. Pe~turan Dllernh. K;ihupqten Lehong Jllomor ~ Tl!b.l!n 
2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 
2020 Nomor). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TAMBAHAN 
PENOHASILAN PEGAWAI BAGI APARATIJR SIPIL NEGARA DI 
LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasa.l 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
l. Pemcrintah Daerah adalah · Pemerintah Kabupaten 

Lebong. 
2. Bupati adalah Bupati Lebong. 
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD 

adalah Organisasi Peran~t Daerah Kabupaten 
Lebong, 
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4. Anggnrnn Pcndapntnn Bclnnjn Dncrah sclanjutnya 
discbut APBD adalnh Anggnran Pcndapatan Belanja 
Dncrnh l<nhupntcn Lcbong. 

5 . Apnrntur Sipil NeROl'll yang selanjutnyn disingkat ASN 
adalnh profe,ii bagi pcgnwni negcri Ripil dan pcgawai 
pemerintnh dengan perjanjirrn kerja yang bekerja pada 
instansi pemcrintnh . 

6. PeRa\\'ai Ncgcri Sipil yang sclanjutnya disebut PNS 
adatah profcsi hagi Pegawai Negeri Sipil dan Co.Ion 
Pcgnwai Negcri Sipil yang bekerja pada Pcmerintah 
Kabupnten Lcbong. 

7 . Pcgawai Pemcrinlah dcngan Pcrjanjian Kcrja yang 
selanjutnya disingkat PPPK mlalaJ1 warga Negara 
Indonesia yang mcmenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kcrja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanal<an tugas 
pemerintahan. 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi Prat.ama adalah sekelompok 
jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupatcn Lcbong. 

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
publik serta adminisLrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

10. Jabatan Fungsional tertentu adalal1 sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

11 . Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan 
Pembangunan. 

12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai 
suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan 
kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan 
terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan 
nilai jabatan dan kelas jabatan . 

13. Nilai Jabatan adalah akumulasi point faktor evaluasi 
jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang 
digunakan untuk menentukan kelas jabatan. 

I 4 . Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural 
maupun jabatan fungsional dalam satuan Organisasi 
Perangkal Daerah yang <ligunakan sebagai d a sar 
pemberian besaran tunjangan kinerja. 

JS. lndeks Harga Nilai Jabata n selanjutnya disingkat IHNJ 
adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai 
jabatan. 

16. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan 
untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan 
l<lnerja Pegawai Negerl kelas teninggi denga n 
tunjangan kinerja Pegawai Negeri kl"lm1 terendah. 

17. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya d isingkat 
TPP adalah Tambahan yang diberikan kepada PNS dan 
CPNS yang dika.itkan dengan Penilaian kehadiran dan 
kinerja. 
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18. lndikator kinerja adalah proses pengukuran kinerja 

berdasarkan tingkat kehadiran dan pclaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil. 
19. Penilaian kinerja adalah pcnilaian yang dilakukan 

secara berjenjang oleh se1fap alasan Pegawai Negeri 
Sipil berdasa.rkan jabatan di Organisasi Perangkat 

Daerah. 
20. Sntu maAA penilaian adalah salU masa pcnilairui 

kinerja yaitu selama l (satu) bulan. 
21. Cuti adalah konJh1i Pegawai tidak masuk kerja yang 

dijzinkan dalam jangka waktu tertcntu. 
22. Sttkit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk 

bekerja karena alasnn kesehatan. 
23. lzin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja 

karcna alasan kcpcrluan pribadi atau kcluarga 
berdasarkan pcrsetujuan atasan langsung, dan sesuai 
dengan ketentuan pcrundang-undangan yang berlaku. 

24. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak 
masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah. 

25. Ala= Yang Snh adahh alo.Mn yang do.pat 
dipertanggungja,,·abkan dan disarnpaikan secara 

tertulis dalam bentuk surat pennohonan scrta 
discn1jui oleh atasan langsung. 

26. Daftar Hadir adalah pengis1an kehadiran yang 
dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk, masuk 
setelah jam istirahat dan pulang bekerja bail< secara 

elektronik dan/at.au manual. 
27. Tcrlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang 

mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam 
masuk bekerja yang telah ditl"ntukan. 

28. Pl.llang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar 
Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang 
telah ditcntukan. 

29. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan 

pcrjalanan kedmasan baik di dalam maupun di luar 
kabupaten . 

30. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 
kepada Pegawai karena melanggar ketcntuan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 

31. Banding Administratif adalah upaya administratif yang 
dapat ditempuh oleh Pegawai yang tida.k puas 
terhadap hukuman disiplin bcrupa pemberhentian 

dengan honnat tidak atas pennintaan scndiri. 
32. Laporan Kinerja Pcgawai adalah lapomn kcgiatan yang 

dil11kukan oleh setiap Pegawai yang dibuat harian yang 

diguna.kan sebagai salah saru dasar pembayaran TPP. 

BAB II 
MAKSUO DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(I) Pemberian TPP dima.ksudkan untuk menjnmin 
kesejahteraan Pegawai atas apresiasi terhadap kinerja 

~an d1siplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung 

Jawab telah mengabdikan dlri terhadap Pemerintah 
Daerah dan masyarakat Kabupaten Lebong. 
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(2) Pemberian TPP bertujuan : 
a. Meningkatkan motivasi dan produktivitas klnerja 

Pegawai; dan 
b . Wujud kcpeclulian Pemerintah Daerah untuk 

menjamin kescjahleraan Pegawei atas apresiasi 
terhadap disiplin dan kinerja yang tinggi. 

BAB Ill 
PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN 

P~NOHASILAN PEGAWAI 

Pas.al 3 

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai 
berikut : 
1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP 

mengutamakan landasa.n peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan; 

2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3 . Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP 
mengutamakan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban pegawai.; 

4. Efektir dan elisien , dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
scsuai dcngan ta rget atau tujuan dcngan tcpat waktu 
sesuai <lengan perencanaan kincrja yang ditetapkan; 

5. Keadilan dan kese1araan , dimaksuclkan bahwa 
pemberian TPP harus mencenninkan rasa. keadilan dan 
kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi 
do.n peran sebagai pegawai PNS; 

6 . Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; 

7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
sebagai basil optimalisasi pagu anggaran belanja 
Pemerintah Daerah. 

BABIV 
PENET:APAN KELAS JABATAN 
DAN FAKTOR PENYEIMBANG 

Pasa.l4 

(I) Besa.ran TPP dibedakan dengah mempertimbangkan 
Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, lndeks 
Kemahalan Konstruksi, dan Kemajuan Keberhasila n / 
Capaian lndeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(21 Penetapan kelas jabalan untuk Jabatan Pimpinan 
Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pcngawas 
dilakukan berdasarkan evaluasi jabatan dengan 
mempertimbangkan ruang lingkup clan dampak, 
pengaturan organisasi, wewenang penyeliaan dan 
manajerial, hubungan personal, kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dan kondisi lainnya . 

. ~~ 
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(3) Penetapan Kelas Jabatan untuk Staf Ahli, Jabatan 
fungsional dan Pelaksana dilakukan berdasarkan 
evaluasi jabatan dengan mempenimbangkan 
pengetahuan yang dibutuhkan, pengawasan pen}•elia, 
pedoman, kompleksitas, ruang lingkup dan da.mpak, 
hubungan personal, tujuan hubungan, persya.ratan 
fisik dan lingkungan pekerjaan. 

BABV 
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI 

PasaJ 5 

(I) Kritcria pemberian TI'P adalah : 
a. TPP berdasarkan Beban Kerja; 
b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja; 
c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas; 
d. TPP berdasarkan Kondisi Kerja; 
e. TPP berdasarka.n Kelangk.n!ln Profesi; 
r. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya; dan 
g. TPP berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah. 

(2) Komponen variabel pengungkit Besaran TPP adalah : 
a. Opini Laporan Keuangan; 
b. Laporan Penyelengga.raan Pemerintah Daerah 

(LPPD); 
c. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah: 
d. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; da.n 
e. lndeks Reforma.si Birokrasi Pemerintah Daerah. 

(3) Rasio penetRpan beSflran TPP 11<1a1Rh sebeMr 60 °1., 
(e.aam puluh per5Cn) Di:.iplin dan 40 % (empat puluh 
perscnl kinerja. 

(4) Besamya TPP untuk Calon Aparatur Sipil Negara yaitu 
80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP yang 
diterima. 

(5) Penetapan Kelas Jabatan, Harga Jabatan, dan Besa.ran 
TPP bagi Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Daerah. 

BAB VI 
TIM PELAKSANMN TPP 
PEMERINTAH DAERAH 

PasaJ 6 

(I) Dalam pelaksanaan Pemberian TPP, Pemerintah 
Daerah membentuk Tim TPP Pemerintah Daerah. 

(2) ~m pelaksa.naan TPP Pemerintah Daerah sebagaimana 
d1maksud pada ayat (I) diketuai oleh Sekretaris 
Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur 
perangkat daerah yang membidangi, antara Iain : 
a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan 

perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai; 
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b. organisasi bertugas untuk melnkuknn perhitungan 

indeks pcnyclcnggaraan pemcrintahan daera.h scrta 

mcngidcntifikasi jabatan-jnbatan yang masuk 

do.lam kriteria beban kerja, prestasl kerja, kondlsi 

kerja, kclangkaa11 profcsi dan/atau pcrtimbangan 

objektif loinnyn; 
c . kepegawaian bertugsis untuk 

perhitungan pemangku jnbatan 
mnsing-masing kelas jabatan; 

melakukan 
berdasarkan 

d. hukum men)usun perkada TPP sesuai dengan 

ketentuan pcrnturan perundang-undangan tentang 

pcmbent ukan produk hukum daerah; 

e. perencanaan bertugas untuk memastikan 

penganggnran tcrkait TPP; dan/atau 

f. pcngawasan benugas untuk mclakukan 

pengawasan pclaksannan TPP sesuai dengan 

ketentuan pcmturan pcrundang-undangan. 

(3) Tim pclaksanaan TPP Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lebong mengklasifikasikan pejabat/unit kerja 

pcrnngkat d nerah Ice da.!am k.riteria TPP Pei:;awai pada 

TPP berdasarkan bcban kcrja, prestasi kerja, tempa t 

bertugas. kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta 

pertimbanga n objektif lainnya. 
(4) Kctentuan lcbih lanjut mengenai Tim Pelaksanaan TPP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan 

dengan Keputusan Kcpala Daerah. 

Pasal 7 

(1) Kine,;" dinilnl bemnAArkAn ntas ringkat kchadiran dan 

pelaksanaan tuga.s fungsl sesual Rcnstra dan Renja 

, serta periJaku setiap ha.ri. 
(21 lndikator tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), didasarkan atas tingkat kehadiran 

Pegawai dalam mclaksannkan tugas setiap hari , 

berdasarkan a bscnsi a tau daftar hadir yang dihitung 

secara kumulatif satu bulan. 
(3) lndikalor pclaksanann tugas dan fungsi scbagaimana 

dimaksud pada ayat (11, didasarkan atas l..aporan 

Kinerja Pegawai kumulatif setiap bulan. 

(4) l..aporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud padn 

ayat (3), dibuat menggunakan Aplikasi S IKAP (Sistem 

lnformasi Kinerja Aparatur). 

(5) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada aynL (41 

diperiksa dan d isetujui oleh atasan langsung melalui 

Aplikasi SIKAP (S;stem lnformasi Kinerja Aparatur). 

(61 Bupati selaku atasan langsung Sekretaris Dae rah, 

yang memiliki mobil.itas sangat tinggi sehingga lidak 

memungkinkan untuk mcmcriksa dan menyetujui 

Laporan Kinerja Sekretaris Daerah, maka Sekretaris 

Daerah tidak diwaj ibkan untuk mcngisi Laporan 

Kinerja Pegawai pada Aplikasi SIKAP (Sistem lnfonnasi 
Kinerja Aparntur). 
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(7) Laporan Kinerja yang tclah d isctujui atasan langsung 

dan Rekap Kehadlran diperiksa dan disetujui oleh 

Din11s Komunikasi, lnformasi, Stntistik dan Pcrsandian 

mcl11lui Aplikasi SIAP (Sistem lnfonnasi Absensi 

Pegawai) dan Aplikasi SIKAP (Sistem lnformasi Kinerja 

Aparaturl , 

BAB Vil 
PENERIMA TAMBAHt\N PENOHASILAN PEOAWAI 

Pasal 8 

(!) TPP dibcrikan kepada ASN di Lingkungan Pemcrintah 

Kabupaten Lebong yaitu : 
a . PNS yang mcnduduki jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Administrator, Pcngawas, Jabatan 

Pungsional Tenentu dan Jabatan Pelaksana; 
b. CPNS yang menduduki Jnbatan F'ungsional Tertentu 

don Jabatan Pelaksana; 
c. ?PPK;dan 
d . Calon PPPK. 

(2) JnJatan F'ungsional tcnentu sebagaimana dima~sud 
padn ayat (!) tidnk tennasuk Jabatan Fungiuonal 

tertentu di Lingkungan Dinas Pentlidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Lebong, yaitu Tenaga Pendidik 

dan Pengawns. 
(3) Pegawai dibcrikan TPP sctia p bulan sesuai dengan 

kemampuan Keuangnn Daerah, selain penghasilan 
mtnurut peraturnn perundang-undan gan. 

Pasal 9 

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tldak diberikan 

kepada : 
a. Pegawai lnstansi yang nyatn-nyata tidak 

melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada 
lnstansi terscbut ta npa ada alasan yangjelas; 

b. Pegawai lnstansi yang diberhenllkan untuk sementara 
atau dinonaktifkan; 

c. Pei:awai lnstansi yang diberhcntikan dengan honnat 

atau tidak dengan honnat; 
d. Pegawai lnstansi yang diperba ntuka n/dipekerjakan 

patla Uadan/ lnstansi lain di luar Unglrungan lnstansi; 
e. Pegawai yang menjadi Pejabat Negara; 

r. Pegawai yang diangkat menjadi komisioner ntau 
anggota lembaga non struktural; 

g. Pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena 

mcnjadi tersangka tindak pidana sampai dengan 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

h . Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan 
banding administratif kepada Sadan Pertimbangan 

Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja ntau 
mcngajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha 
Negaia; 
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I 
Pegawai yang sed · . 
tan ang mcnJalam cuti besar, cuti diluar 1. 

~ng~n ncgarn Ainu dn lnm bcbas tugas untuk 
menJal~m masa pcrsinpnn pcnsiun; 

j . :egnwa~ ynng scdn11g mcnjnlnni tugnR helnjar· clan 

k. egRwn1 yHn_g dij11t11hi snnksi hukumnn dif1ipiin Lingkat 

berat sesuni Pcrnturnn Pcmcrint rth Nomor 94 Tahun 
2021 . 

BAO VIII 

PENGURANGAN TAMBAHAN PENOHASILAN PEOAWAI 

PasaJ 10 

Pengurangan TPP dibcrikan kcpacla : 

1. Pegnwai yang tidRk masuk kcrja pad a bulan berjalan, 

maka dibcrikan pcngurangan TPP Scbcsar 5 % (lima 

perscn) dnri rasio perscntasc disiplin untuk tiap 1 

(satu) hari lidak masuk kerja tanpa ketcrangan . 

2. Pegawai yang tidak masuk kcrja pada bu lan berjaJan, 

maka diberikan pengurangan TPP Scbesar 2 % (dua 

persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap l 

(satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan (izin) 

yang telah disetujui atasan langsung. 

3. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjaJan, 

tidak diberikan pengurangan TPP untuk Pegawai yang 

tida.k masuk kcrja karcna 1zm sakit dcngan 

melampirkan surat keterangan sakit dari Dokter atau 

Bidan, maksimal izin sakit diberikan selama 3 (tiga) 

bari dan dapat diperpanjang selama 3 hari, pada hari 

berikutnya akan diberikan pemotongan sebesar 1 o/o 

(satu Persen) dari rasio persentase disiplin. 

4 . Pegawai yang menjaJani cuti melahirkan, cu ti sakit 

yang dibuktikan dengan Su rat Cuti dari BKPSDM 

untuk waktu paJing Lama 3 (tiga) bulan diberikan TPP 

sebesar 50 % dari rasio persentase disiplin dan untuk 

hari berikutnya tidak diberikan TPP. 

5. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada pagi hari 

dan setelah jam istirahat pada bulan berjalan, maka 

diberikan pengurangan TPP sebagai berikut : 

a. Terlambat I : 1 menit s.d. < 30 menit, persentase 

ptmeurnne:rn 0,5 °1.,; 
b. Terlambat II : 31 menit s.d. < 60 menit, persentase 

pengurangan l %; 
c. Terlambat Ill : 6 1 menit s.d. < 90 menit, persentase 

pengurangan 1,25 %; dan 
d. Terlambat IV : ~ 91 menit atau tidak mengisi daftar 

hadir masuk kerja, persentasc pengurangan 1,5 %. 

6. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya (PSW) 

pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP 

sebagai berikut : 
a . PSW I : l menit s .d . < 30 menit, persen tase 

pengurangan 0,5 %; 
b. PSW II 3 1 mcnit s.d. < 60 menit, persentase 

pengurangan l %; 
c. PSW JII 61 menit s.d. < 90 menit, persentase 

pengurangan l ,25 %; dan 
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C 

d. PSW IV:.!: 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir 
pulang kerja, persentase pengurangan 1,5 %. 

7. Bagi lnstansi tertentu dengan pertimbangan : 
a. Pekerjaan yang lcbih mcnuntut kcmampuan 

kepemimpinan dan manajerial; 
b. Pekerjaan yang lebih menuntut pcmikiran yang 

Juas dan mcndalam (komprehcnsif); 
c. Pekerjaan yang Jcbih menuntut kemampuan 

pengawasan (su pcrvisi); 
d. Peke1jaan yang lebih menuntut keahlian teknis; 

dan 
e. Pekerjaan yang mcnuntut kemampuan khusus dan 

tertentu. 
Dalam hal pemberian dan pengurangan TPP dapat 
diatur lcbih lanjut dcngan rcraturan 1.nstansi masing­
masing. 

8 . Pegawai yang menjalani cuti alasan penting 
dikarenakan menikah dan mendampingi keluarga yang 
sakit atau mcninggal dunia yang dibuktikan dengan 
Surat Cuti dnri BKPSDM untuk waktu p:iling lama 7 
(tujuh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP dan 
untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP 
pegawai sebesar 5 % (lima persen) dari rasio 
persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidal{ 
masuk bekerja. 

9. Pcgawai yang menjalani cuti alasan penting 
dikarenakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah 
(umroh) yang dibuktikan dengan Surat Cuti dari 
BKPSDM untuk waktu paling lama 15 [Ii.ma belas) hari 
kerjA tirl;:ik cfi lAkukAn pemotnng;:in TPP clan unruk hAri 
berikutnya dikcnakan pemotongan TPP pegawai 
sebesar 5 % (lima persen) dari rasio persentase disiplin 
untuk tiap I (satu) hari tidak masuk bekerja. 

10. Pegawai yang tidak mengikuti kegiatan daerah 
dianggap tidak melaksanakan !Gnerja pada hari 
tersebut, dan dikenakan pengurangan TPP sebesar 
50% (lima puluh perscn). 

11. Kegiatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 10) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasa.l 11 

(1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat 
Ringan dan Sedang dikenakan pengurangan TPP 
sebagai berikut: 
a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disipl.in tingkat 

ringan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
berupa : 
1) teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 

10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan; 
2) teguran l.e1tulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 

15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan; dan 
3) pcmyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan 

pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) 
selama 3 (tiga) bulan. 
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h f'rAn" n' ,nnn 1h1nt11hl ll11k11m1111 lll11lplln l'll'd nnP, 

l'l'!'llllll dr 11Jlnn l'rrnt 11111 11 l'rrnrrintn h Nnmor ?•I 

Tnh11n .l01 1 trntnnA lll1dpli n l'rnn"nl Nrnrrl /i lpll 

hrnq,n 
I ) Prmurnn,tnn Tl' P !'ll'lll'Mr .l!i "·., (dun p11l11h limn 

prrnrn) !t"ln,nn <, (rnnm) h11 ln11 11n111k l'rg1m11i vnng 

11ijn111hl H11 k11rnnn llisipl in ANln n R•rinnnn, 

2) l'rmotongnn TPI' lll' IW-Mr 25 % (!1 1111 pul11h lim11 

rrr~n) Sl'lnmn 9 (!«'rnhilnnl lnrlan 11nt 11k Prfl;1"111 

~""R 1lijnt11hi Huk1111rnn Dii1ipli11 i.cd1111g·R"cl"ng, 

cinn 
JI Pcmotongsm Tl'P schrAAr 25 "',, (dun p uluh limn 

pr~n) Arlnmn 12 (rlun hdni1) hubin unt uk Pcg11wnl 

ym,g ,lijatu h i I lukumn n Disipl i11 i«-clnn g-hcrat. 

(21 T'cngunmgan Trr scbag;iimana dimakAuu pada a yat ( 11 
d iberlakuknn kctik a tclnh ditc111pkn n nyn Hu kuman 

Disiplin . 

Pasnl 12 

{ 1) Dnlam hnl pcnJnt u h an I luku man D,slplin !,Cbaga1mirna 

dimaksud dalnm Pasal 11 , d injuknn kcberatan dan 

huk-umnnm·a d iu bah maka TPP yang hcrsangkut:111 

dilakukan pcnghitungnn kcmbali scsuai dcngan jcnis 

hukumnn yan g di tcta pkan. 
(2) Pcngurnngan ntau pembayaran kcmbali TPP 

SC'bagaimana dimnksud pada ayat ( I) terhitung mulai 

bulan berik-utnyA sejak kcputusan a las keberatan 

ditetapkan. 

PAAAI 13 

(I ) Dalam h a l Pega wa i dija tuh i Huk uma n Disiplin Ringan 

dan Sedan g dikcnakan pcngu rangan TPP scbagaimana 

d imaksud dalam Pasal I I, kemudian dijatuhi 

Huku ma,n Disiplin kembnli, maka terhnclnp Pegawai 

yw1g btrsangkuuu, dikcrrnkan pengurangan TPP 
sebagai berikut : 
a . pengurangan sesuai jenis h u kuman disiplin yang 

pertama; dan 

b . pengurangan kcmbali sesuni jenis h ukurnan clisiplin 

)&J1g lx1ikutn)& :.ctdr1 h :.dc::w_iinya pen gurangan 

sebagaimana tl1maksutl pad a huruf a . 

(2) Dalam hal Pegawai d ija t u h i lluk 111111m Disip lin Ringan 

dan Sedang d1kc:11ukan 1><=11gu ra11gan TPP kt>mudian 

diberhc:nt1kan / 111engumlurkan diri !St'bagai Pegawni / 

mcncapai bat.as uisia pcnsiun / mc11i11ggal dunia, maka 

pengurangan TPP dinyatakan berakhir pada bulan 
berikutnya. 

Pasal 14 

l'el:awa, yang kda.ng 111engaJuk11n ba11t1111i,: ad1111111stra111 ke 

Badun Pen~rr!hang?~ Kepegnwaiu11 a ras kep utusan 

Hul<Urnan 01111 ph 11 n11gka1 llerat , 111111 d il.:inka n untu k 

ma~uk _ bekerja kc:mlm li, d1kcnukan pengurangnn sebesar 

S~u {l1tna yuluh pc:, 1>e11J sm11pai dite tapkan nya p u t usan 

Badan Pemmbangan Kepegnwuiun . 
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Pasal 15 

(1) Pegawai yang mclaksanakan tugns kedinasan di luar 
daernh yang mcnyebnbkan tidal< mcngisi Daftar Hadir 
pndn jam mnsuk, jnm islirahat dan/atau jam pulang, 
tidak dikenakan pcngurangan TPP. . 

(2) Tug;is kcdinasan di luar daerah sebaga1mana 
dimaksud pad a ayat ( I), harus dinyatakan dengan 
Surat Pcrintnh Tugns. . 

(3) Pegawai yang melaksanakan tugas d111as dala1;1 
daerah, diwajibkan mengisi sala h ~tu daftar ha~1r 
padn jam masuk, jam istirahat ~tau JB':1 pulang_ kerJa, 
dan untuk mengisi daftar haclir selanJutnya d1bantu 
operator. 

(4) Dinas Dalam Dacrah scbagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikecualikan untuk daerah yang ditempuh 
dcngan jarak tempuh lcbih dari 20 Kilometer, dengan 
mempertimbangkan kesulitan geografis daerah. 

BABLX 
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAJ 

Pasal 16 

(1) Besaran TPP yang diterima setiap orang dalam satu 
bulan adalah total besaran TPP yang tercaatum pada 
Aplikasi Sitampan (Sistem lnformasi Tambahaa 
Penghasilan). 

(2) TPP yang diterima sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) rlikurnngi dt:ng1=m potongan paja k penghasilan dan 
luran BPJS sebesar 1 % (satu persen) dari penerima 
TPP dan 4 % (empat persen) dari pemberi kerja sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Besaran TPP yang diterima sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) dikurangi dengan pengurangan TPP 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ I 0, apabila 
ketentuan Pasal 10 berlaku bagi Pegawai dimaksud. 

(4) Tata Cara dan Syarat Pembayaran TPP ditetapkan 
mclalui Surat Edaran Sekretruis Daerah. 

Pasal 17 

(I) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabu paten Lebong. 

(2) TPP dibayarl<an sclambat-lambatnya tanggal 15 (Hrna 
belas) bulan berikuu1ya setelah masa penilaian kinerja. 

(3) Dalam hal TPP belum <lapat dibayarkan selaml>at­
lambatnya tanggal 15 (limn belas) bulan berikutnya 
setelah masa penilaian kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), maka dapat diatur lebih lanjut melalui 
Su rat Edaran Sekretaris Daerah. 

(41 Dalam ~1al ?ulan berjalan belum dapat dibayarkan, 
fa1~at d iperttmbangkan untuk dibayarkan pada bulan 

d
>enkutnya sesuai dengan kemampuan keuangan 
aerah. 
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(5) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan 
pada bulan Desember, dengan ketentuan SP2D TPP 
bulan Desember diterbitkan selambat-Lambatnya 
tanggal 20 Desember tahun berjalan. 

(6) Dalam hal terdapat perubahan, penyetru:aan da~ 
perubahan jenjang atau kepangkatan akan d1akomochr 
pada tal1un berikutnya. . . 

(7) Perpindahan/Mutasi pegawai antar Orgamsas1 
Perangkat Daerah dan pegawai Y8!1g mas_uk ke 
Pemerintah Kabupaten Leboog akan d1akomochr pada 
tahun berikutnya dan tidak menjadi hutang 
Pemerintah Daerah pada tahun berjalan. 

Pasal 18 

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan/dinas 
Iuar, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Penjenjangan, 
Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam 
Jabatan, dapat diberikan TPP. 

BABX 
JENfS HONORARIUM YANG DAPAT DIBAYARKAN 

DAN TfDAK DAPAT DlBAYARKAN 

Pasal 19 

(1) TPP dapat diterima atau diberikan kepada Pegawai 
s,ebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selanjutnya 
Pegawai yang bersangkutan dapat juga diberikan 
Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(2) Jenis Honorarium atau sebutan lainnya yang 
dibayarkan adalah honorarium yang diterima atas 
dasar pekerjaan yang dilakukan diluar tugas pokok 
dan fungsi yang melekat, yaitu : 
a. Honorarium Pengelola Keuangan; 
b. Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa· 
c . Honorarium 1'APD; ' 
d. Honorarium TEPRA; 
e. Uang Makan/Minum Harian; 
f. Uang Lcmbur Pcgawai; 
g. Upah Pungut Pajak dan Retribusi; dan 
h . Hon?rariu~ Lainnya karena kekhususannya yang 

bers1fat lintas sektor dan diterbitkan melalui 
Keputusan Kepala Daerah. 

(3) Jenis ~onorarium yang tidak dibayarkan adalah 
honoranum Kepanitiaan yang bersifat Internal OPD 
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 
mclekat pada Organisasi tersebut. 
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BAB XI 
PENCATATAN KEHADIRAN 

Pasa.l 20 

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan 
Jam Kerja serta mcngikuti apel pagi dan apel sore 
dengan mengisi daftar hadir elektronik dan/atau 
Aplikasi SIAP (Sistem lnfonnasi Absensi Pegawai). 

(2) Pengisian dRftar hadir sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pada waktu masuk 
kerja, masuk setclah jam istirahat dan pada waktu 
pulang kerja. 

(3) OPD/Unit Kerja yang tidak mcnggunakan Perangkat 
dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik, 
tidak diberikan TPP. 

(4) Pencatatan atau pengisian daftar hadi.r secara manual 
dilakukan apabila : · 
a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara 

elektronik mengalarni kerusakan atau tidak 
berfungsi yang dibuktikan dengan Berita Acara 
oleh Dinas Komunikasi, lnformasi, Statistik dan 
Persandian Kabupaten Lebong; 

b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan 
kehadiran sec.ara elektron.ik; 

c. Lokasi kcrja tidal: mcmungkinkan untuk 
disediakan sistem pencatatan kehadiran secara 
elektronik; 

d. Terjadi bencana alam, non-alam dan/atau 
kerusakan, sehingga pencatatan kchadiran dan 
kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana 
rnestinya; dan/atau 

e. Bagi Ajudan dan Supi.r Pejabat Negara yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah . 

(5) Apabila terdapat unsur kesengajaan terhadap kerusakan 
Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
a, merupakan tanggung jawab OPD/Unit Kerja yang 
bersangkutan, dan TPP OPD/Unit Kerja dimaksud 
tidak dapat dibayarkan. 

Pasal 2 1 

Khusus untuk Pencatatan atau pengis1an daftar hadir 
Pegawai yang jam kerjanya diatur tersendiri oleh Kepala 
OPD, maka pengisian daftar hadir Pegawai diserahkan 
kepada Kepala OPD dimaksud dengan tetap berkoordinasi 
tlengan Sadan Kepegawaian tlan Pengernbangan Surnber 
Daya Manusia dan Dinas Komunikasi, lnformasi Statistik 
dan Persandian . ' 

Pasal 22 

(1) Sekretaris f?a.erah karena memperhatikan beban kerja 
y_ang_meleb1h1 batas waktu normal dan mobilitas yang 
tinggi dapat melakukan pencatatan kehadiran secara 
manu~, dan tidak diwajibkan memakai pencatatan 
kehad1ran secara elektronik. 
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(2) Dafta~ Hadir Manual sebagaimano d imaksud pada ayat 

(1), d1buat menurut conl'oh schngaimanA tercAntum 

dalam Lnmpirnn ya ng mcrupAkan hAgian tidak 

tcrpisa.hknn dari Peraturnn Bupall ini. 

PAs.'ll 23 

(l) Pegawai d inyataknn mclanggar kctcn tuan Jam Kcrja 

npnbila: 
a . Tidak masuk kc1ja tanpA keterangan yang sah; 

b . Terlaml>At masuk kerja; 
c. Pulang sebelum waktunya; 
d . Tidak berada di tempat tugas; dan/atau 
e . Tidak mengisi daftar hadir. 

(2) rcgawai dinyatakan Lidak mclanggar jam kcrja 

sebagaimanR dimnksud pndn ayat ( 1) apabila yang 

bersangkutan sedang melaksanakan tugas ked.inasan 

dibuktikan dengan surat perin tah tugas . 

Pasal 24 

(1) Khusus Bagi Pegawai yang mengajukan izin tidak 

melaksanakan tugas dibuktikan dengan s urat 

permohonan izin, maka permohonan izin yang dapat 

disetujui hanya 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan 

berjalan. 
(2) Apabila permohonan ,zm melebihi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( l). maka yang 

bersangkutan dianggap tidak melaksanakan tugas. 

BAD XII 
PENGAWASAN, MONITORJNG DAN EVALUASI 

Pasal 25 

Kcpala OPD / Unit l(erja dan atasan langsung wajib 

melakukan pengawasan terhadap pemberian TPP setiap 

bulan kepada masing-masing pegawa.inya. 

Pasal 26 

( 1) Monitoring dan cvaluasi atas pelaksanaan Peraturan 

Bupati ini, dilakukan oleh Tim Evaluasi dengan 

susunan personalia sebagai berikut: 
a. Ketua Sekretaris Daernh 

b. Wakil Ketua I Asisten Administrasi Umum 

c. Wakil Ketua II lnspektur lnspektorat Daerah 
Kabupaten Lebong 

d.Sekretaris I Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 
Manusin . 

e . Sekretaris II Kepala Badan Keuangan Daerah. 
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f. Anggota 

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, 

Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, 

dan Keuangan. 

3. Asisten ·Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 

5. Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 
6. Kepala Saluan Polisi Pamong Praja. 

7. Kepala Dinas Komunikasi, lnfonnasi, Statistik 

dan Persandian. 
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong. 

9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten 

Lebong. 
10. Sekretaris Bad an Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

11. Kepala Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten 

Lebong. 
12. Kepnla Bidang Pengembo.ngo..n Kinerja Apnratur 

BKPSDM Kabupaten Lebong. 
13. Kepala Bidang Anggaran BKD Kabupaten Lebong. 

14. Kepala Bidang e-Govcmment, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Lebong. 
15. Kasubbag Kelembagaan dan Anjab / Analis 

l<ebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi 

Kabupaten Lebong. 
16. Kasubbag Perundang-Undangan / Analis 

Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda 

KRhupl'll~n T.ehong. 
17. Kasubbag Dokumentasi dan Jnformasi Bagian 

Hukum Setda Kabupaten Lebong. 

18. Kasubbid Kinerja / F'ungsional Ahli Muda BKPSDM 

Kabupaten Lebong. 
19. Kasubbid Disiplin / Fungsional Ahli Muda BKPSDM 

Kabupaten Lebong. 
20. Kasubbid Diklat / Fungsional Ahli Muda BKPSDM 

Kabupaten Lcbong. 

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melakukan evaluasi dengan didasarkan indikator 

evaluasi sebagai berikut : 
a. Tingkat penilaian kinerja Pegawai; 

b. Perilaku Pegawa.i; 
c. Tingkat kehadiran mentaati ketentuan jam kerja 

Pegawa.i; dan 
d. Kemampuan keuangan daerah. 
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BAB XIII 
UPAYA ADMINISTRATIF 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal27 

(1) Bagi Pegawai yang tidak puas atas hasil penilaian 
kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung dapat 
mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabal penilai 
dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya 
disampaikan kepada lnspektorat Daerah Kabupaten 
Lebong. 

(3) lnspektorat Daerah Kabupaten Lebong, dapat 
membentuk Tim ad hoc untuk penyelesaian keberatan 
sebagaimana dimaksuu pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat final 
dan mengikat. 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

(1) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lebong tidak diperbolchkan mendapatkan lebih dari 1 
(satu) jenis Tambahan Penghasilan selain penghasilan 
menurut peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam keadaan tertentu, menurut keadaan dan/atau 
karena kondisi keuangan daerah, karena situasi 
darurat, bencana alam , bencana non alam, TPP dapat 
tidak dibayarkan kepada PNS Kabupaten Lebong, 
sampai dinyatakan keadaan tersebut kembali normal. 

BAB XV 
PENUTUP 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Lebong Nomor 16 Tal1un 2021 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 48 
Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Lebong Nomor 16 Tahun 202 l tentang Tambahan 
Penghasi1an Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku Iagi. 
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C 

( . 

Pasal 30 

P~raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
d1undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1m dengan 
penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Lebong. 

Oiundangkan di Tubei 
pada tanggal 3 Januari 2022 

SEKRETARIS OAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

Cap/Oto 

H. MUSTARANI 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 3 Januari 2022 

BUPATI LEBONG, 

Cap/Oto 

KOPLI ANSORI 

BERJTA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 10 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
Pit. KEPALA BAGTAN HUKUM, 

INDRJ YASER I ' I H. 
NIP. 19770530 199903 1 003 
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UNlT KER.IA 

l_..ampiran. Pei:Aturan_ 8upati_ Lehong 
Nomor 10 Tahun 2022 
Tanggal 3 Januari 2022 

CONTOH DAFTAR HADJR MANUAL 

----···· ·· ·----------------··· ·········--------········-----------
' DAFTAR HADIR MANUAL : 
' 

: HARi / TANGGAL 
' ' I 
' 

KEDATANGAN 
No. NAMA/ 

JABATAN PUKUL TANDA 
NIP TANGAN 

I PARAF 
l 2 3 4 5 

' ' I 
' 

ISTIRAHAT KEPULANGAN 
PUKUL TANDA PUKUL TANDA 

TANGAN TANGAN 
/ PARAF I PARAF 

6 7 8 I) 

............... .... ..... - ....... - 20 ..... 

Pimpinan Unjt Kerja 

KET. 

10 

' ' ' L 

' ' ' ' ' ' ' l 
' ' ' r 
I 

' : 
I 

' : 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------

SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

Cap/Oto 

H. MUSTARANJ 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
Pit. KEPALA BAGIAN J:IUKUM, 

NIP. 19770530 199903 1 003 

BUPATI LEBONG, 

KOPLI ANSORI 
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